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PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.80/Menlhk-Setjen/2015

TENTANG

GRAND DESIGN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

PEMERINTAH KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PERIODE 2015 – 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun

2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional Tahun 2015 - 2019, target maturitas/

kematangan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan adalah Level 1 (Tahun 2015 - 2016), Level 2

(Tahun 2017 - 2018) dan Level 3 (Tahun 2019);

b. bahwa dalam rangka mencapai target maturitas/

kematangan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

diperlukan adanya kebijakan yang berisi tentang strategi

dan target yang harus dilaksanakan dalam

penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

yang dituangkan dalam Grand Design Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Periode 2015 - 2019;
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Grand

Design Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Periode 2015 - 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);
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6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5059);

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor

130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5432);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan

Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 4890);

9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang

Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri

Kabinet Kerja Periode 2014–2019, sebagaimana telah

diubah dengan Kepurusan Presiden Nomor 80/P Tahun

2015 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor

121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian

dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014–

2019

10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

17);

12. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang

Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah;

13. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan Nomor PER-687/K/D4/2012 tentang

Pedoman Penyusunan Desain Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah;
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14. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan Nomor PER-690/K/D4/2012 tentang

Pedoman Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

(Berita Negara Republik Indonesi Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN

KEHUTANAN TENTANG GRAND DESIGN PENYELENGGARAAN

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PERIODE 2015 - 2019.

Pasal 1

Grand Design Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Periode 2015 - 2019 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Grand Design Penyelenggaraan SPIP Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan ini menjadi panduan/ arahan tentang

strategi dan target yang harus dilaksanakan selama periode

2015 - 2019 bagi unit kerja lingkup Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan dalam mencapai target

maturitas/kematangan penyelenggaraan SPIP.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Desember 2015

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN

KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 4 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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